WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR AKIBAT DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 KEPADA PEDAGANG PASAR MILIK PEMERINTAH

Menimbang

KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang
dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World
Health Organization) sebagai pandemik pada sebagian
besar negara-negara di seluruh dunia termasuk di
Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke
waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan
kerugian material yang semakin besar, sehingga
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona
Virus Disease 2019 diperlukan langkah- langkah cepat,
tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah
dan Pemerintah Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (CQOVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan, serta Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, perlu diatur tentang Pengurangan Retribusi
Pelayanan Pasar Akibat Dampak Corona Virus Disease
2019 Kepada Pedagang Pasar Milik Pemerintah Kota
Banjarmasin;



Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan
Retribusi Pelayanan Pasar Akibat Dampak Corona Virus
Disease 2019 Kepada Pedagang Pasar Milik Pemerintah
Kota Banjarmasin;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I  Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 648);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);



11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor
16);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang

13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
Nomor 1);

MENETAPKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR AKIBAT DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 KEPADA PEDAGANG PASAR MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

L
2.

(1)

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang selanjutnya disebut Disperdagin
adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar
dan lingkungannya.

. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah

penyakit menular disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona
Virus 2 yaitu jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya,
mampu bertahan hidup lama meskipun berada diluar inang (makhluk hidup).

BAB 11
RELAKSASI
Pasal 2

Relaksasi yang dimaksud adalah pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar
sebagai bentuk penanganan dampak ekonomi akibat Pandemi COVID-19.



(2) Relaksasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri atas:

a. pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar;

b. pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar hanya diberikan kepada pedagang
pasar yang menempati toko/kios/bak/los pasar milik Pemerintah Kota
Banjarmasin; dan

c. pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar hanya untuk retribusi bulanan,
sebesar 50% (lima puluh persen) hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan, yakni
bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2020.

Pasal 3
Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), akan dievaluasi sesuai kondisi yang terjadi terhadap perkembangan masa
tanggap darurat COVID-19.

BAB 111
PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Mei 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

-

H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada
tanggal < Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

A

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR



